SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Menimbang

Mengmgat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. babwa untuk melaksenakan ketentuan Pasal 7

Peraturan Presiden Nomor 33 Tehun 2012 tentang
Jaringan Dokumentssi dan  Informasi Hukum
Nasional:

bahwa dalam rangka meoningkatkan pelayanan,
pengelolaan den pembinaan Dokumentasi  dan
Informasi Hukum di Daerah agar lebih berdayva
guna dan berhasi] guna;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimaong
dimaksud pada pertimbangan huril a dan hunaf b,
periu ditetapkan Pengelolaan Jaringan
Dokumentas: dan Informas: Hukum (JIH) Provins
Kalimantan Utara wyang ditetapkan deongan
Peraturan Gubernur Kalimantan Ulara;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
tertang Keterbukean Informasi Publik [{Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran MNegara Tahun 2011 Nemor 832,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undeng-Undang Nomor 20 Tahun 2012 temang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara 5362);

Undang-Uindang Nomor 5 Tahun 2014 rentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dagrsh |Lembaran Megara Tahun
2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negars
Nomor 3587) scbapaimana telah diubah denpan
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah MNomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
MNegara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
MNomor 99);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penvebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomoer 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan  Informasi Hukum
Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 82);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayvanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomeor 02 Tahun 2013 Tentang
Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 218);

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah [APBD) Tahun Anggaran 2015
Provinsi Kalimantan Utara:



Menetapkan

-
MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMAS] HUKUM

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

L.
2.

3.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara,
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Peranghkat
Daerah sebagai unsur penvelenggara Pemerintahan
Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di
Kalimantan Utara.

Organisasi Perangkat Daerah vyang selanjutnya
disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,
Biro Hukum dan Organisasi adalah Biro Hukum dan
Organisasi Sckretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.,

Jaringan adalah susunan komponen komunikasi yang
terhubung secara fungsional schingga jelas awal dan
akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap
proses berlangsungnya komunikasi.

Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan
yang dibuat dan/atau diterima oleh badan public
dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis
di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam
dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau
didengar,

Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa
peraturan perundang-undangan atau produk hukum
sclain peraturan perundang-undangan yang meliputi
namun tidak terbatas pada putusan pengadilan,
vurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah
hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian
hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan
perundang-undangan.

Pengelolaan dokumen adalah proses penerimaan,
pENyUSUNAan, penyimpanarn, pemeliharaan,
penggunaan dan  penyajian  dokumen  secara
sistematis.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan dan pencatatan dokumen.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan
dan landa-tanda yang mengandung nilai, makna dan
pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar dan dibaca wvang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik atau non-elektronik,
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Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan
vang terkandung dalam dokumen hukum.

Sistermn Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat
Siskum adalah suatu  sistemn untuk  mengelola
database peraturan perundang-undangan,

Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim dan/fatau diterima oleh suatu badan
publik wang berkaitan dengan penyelengpgara dan
penyelenggaraan  pemerintah  daerah dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik
lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
serta  informasi lain  yang berkaitan dengan
kepentingan publik,

Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan
bagi orang atau badan untuk memperoleh informasi
publik yang dibutuhkan.

Pelayanan Informasi adalah jasa vang diberikan oleh
badan publik kepada masvarakal pengguna informasi,
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum
adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, pelestarian dan  pendayagunaan
informasi hulkum;

Peraturan perundang-undangan adalah  peraturan
tertulis vang memuatl norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melaluai
prosedur yang  ditetapkan dalam  peraturan
perundang-undangan

Jaringan Dolumentasi dan Informasi  Hukum
selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem
pendayagunaan bersama peraturan perundang-
undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya
sccara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta
merupakan sarana pemberian  keterangan/lavanan
informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat
dengan  menggunakan  sistem  yang  dibaku
seragamban,

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman
dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian
hukum dan kemanfaatan JDIH.
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Paragraf 2
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

da. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan
informasi hukum wvang terpadu melalui  sistem
informasi hukum berbasis tcknologi informasi dan
komunikasi wvang terintegrasi dengan  instansi
Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

b, menjamin ketersediaan deokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses
secara cepat dan mudah; dan

. mengembangkan kerjasama vang efelctif antara Pusat
JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota
JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan
informasi hukum.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan JDIH, meliputi :
2. Kelembapaan JDIH;

b. Pengelolaan JDIH; dan

¢. Pembinaan dan Penpawasan.

BAB 11
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan
JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari:

a. Pusat JDIH;
b, Angeota JDIH.

{2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud padas ayat (1)
huruf a, adalah Biro Hukum dan Organisasi
Sckretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara,

3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas:

a. OPD;

b. Bagian Hukum di Kabupaten,/Kota; dan

c. Unit yang mengelola hukum pada Perguruan Tinggi
Negeri/ Swasta se Kalimantan Utara.



Pasal 6

Bagian Hukum Sckretariat Daerah Kabupaten/Kota se
Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3] huruf b bertindak sebagai Pusat JDIH di
daerahnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH
Pasal 7

(1} Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat
(1) bhuref a, mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, pengembangan dan monitoring pada
Anggota JDIH.

(2) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:

4. perumusan kebijakan pembinaan dan
pengembangan JDIH;

b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang
dihadapi oleh Angpota JDIH;

¢. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
penyebarluasan produk hukum;

d. penataan sistem informasi hukum berbasis
teknologi informasi dan komunikasi vang dapat
diintegrasikan dengan website Pusat Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan
Angpgota JDIH;

e, pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan
teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada
Anggota JDIH;

f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH:

g. penyediaan sarana dan prasarana Pengelola JDIH;
dan

h. pelaksanaan monitoring dan  evaluasi  secara
berkala terhadap pelaksanaan tugas dan lungsi
Anggota JDIH.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Anggota JDIH
Pasal 8

(1) Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan
pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanarn,
pelestarian dan  pendayagunaan  informasi
dolkumen hukum;

b. penataan sistem informasi hukum berbasis
teknologl informasi dan komunikasi yang dapat
diintegrasikan dengan website Pusat JDIH;
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c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan
JOTH di Iingkungannys;

d. pembinaan dan pengembangan sumberdaya
manusia Pengelola JDIH di lingkungannya; dan

e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH
di lingkungannya secara berkala,

BAB I
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umam
Pasal 9

(1) Pengelola .JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di
Bire Hukum dan Organisasi Sckretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara;

(2] Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

a. pengumpulan, pengolahan, penvimpanan dan
penyebarluasan produk hukum; dan

b. penataan  sistem  informasi hukum melalui
pemanfaatan teknologl informasi dan komunikasi.

Paszal 10

(1) Biroa Hukum dan Organisasi Sckretariat Dacrah
Provinsi HKalimantan Utara scbagai Pusat JDIH
Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola JDIH
dibantu oleh Tim Teknis;

(2] Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim
tekniz sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan
Utars;

Bagian Kedua
Pengumpuilan
Pasal 11

(1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan
dan penyebariuasan produk hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 avat (2) hurul a, dilaksanakan
terhadap:

a. Informasi hukum; dan
bh. Informasi hukum lainnva.

(2] Informasi hukum sebapaimana dimaksud pada avat (1)
hurul a, memuat paling sedikit;

Ketetapan MPR;

Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah;

oo g
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Peraturan Menten;

Peraturan Bersama Menteri:
Peraturan Gubernur;

Peraturan Bersama Gubernur; dan
Peraturan DPRD Provinsi.

el o

Pasal 12

Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal B ayat {2) huruf b, memuat paling sedikit;

a. Putusan Badan Peradilan vang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

b Putusan Mahkamah Agung;

Surat Edaran Menteri;

Klarifikasi Peraturan Daerah:

Rancangan Produk Hukum,;

Artikel Hukum; dan

Surat Edaran Gubernur.

® 0 AN

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Hukum
Pasal 13

Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hurul b, terhadap
informasi  hukum dan informasi hukum lainnya
dilaksanakan antara lain melalui:

a. sistem katalog;

b, sistem mandiri/ stand alone; dan

¢, sistem internet/ webstte.

Pasal 14

(1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem
katalog sebapaimana dimaksud dalam Pasal 11 huraf
a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen
peraturan perundang-undangan vang berisi:

a. jenis;

b. nomor;

¢. tangeal;

d. judul;

e. sumber; dan

f. status peraturan perundang-undangan,

(2) Penataan sistern informasi hukum melalui sistem
mandiri/ stand alone scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi
database peraturan perundang-undangan yang berdiri
sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan
jaringan.

(3) Pecnataan sistem informasi hukum melalui sistemn
internet/website sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf ¢, dikelola melalui website.



Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan integrasi/link website
JDIH Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing dan
JDIH Kemendagri ke dalam website JDIH Daerah,

Pazal 16

(1} Pusat JDIH dan Anggota JDIH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 melakukan pembaruan dan informasi
hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah.

(2} Penyebarluasan informasi dan unggah sebagaimana
dimaksud pada avat (1), setelah dilakukan pengkajian
konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1} Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan
pengelolaan JDIH OPD dan Kabupaten /Kota.

(2) Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
melalui:

a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi
Pengelola JDOIH dan JDIH Kabupaten,/ Kota;

b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH;

c. pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan
JDIH Kabupaten,/Kota secara berkala; dan

d. menitoring dan  evaluasi  pengelolaan  JDIH
Kabupaten/Kota,

(3] Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap prlaksanaan  pengelolaan
dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum
melalui JDIH.

BAB W
PEMBIAYAAN

Pazal 18

(1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pengelolaan JDIH
dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Utara;
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
i2) Biaya pengelolaan Anggota JDIH dibebankan pada
anggaran masing-masing instansi Anggota JDIH,
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulal berlako pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan  Peraluran Gubernur ini dengan
penempatannyva dalam Berita Dacrah Provinsi Kalimantan
Utara,

Ditetaplan di Tanjune Selor
pada tangeal 31 Desemher 20714

GUBERNUE, KALIMANTAN UTARA,

ttd
Dr. H. IRIANTO LAMBRIE
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RAR VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur inl mulal berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctigp orang dapat mengetabuinya, memeriniahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur  ini dengan
penempatannva dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tangegal 31 Nesember 2014

GUBERNUR KEALIMANTAN UTARA,

ttd
Dr. H. TRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Sclor
pada tanpgal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINGSI KALIMANTAN UTARA

ttd

Drs. H. BADRUN, MSi
PEMBINA UTAMA, Ve
NIP, 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR
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